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PERATURAN DAEMH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 15 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ANGGAMN PENDAPATAN DAN BEI.ANJA DAEMH
TAHUN ANGGAMN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

: a. bahwa dengan adanya kebutuhan-kebutuhan mendesak didalam
pelaksanaan pembangunan daerah maka dipandang perlu untuk
melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2006;

b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2006 sebagaimana dimaksud pada pertimbangan a, perlu
diatur dan ditetapkan dengan peraturan daerah;

Undang-Undang Nomor LZ Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
356e);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun L997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4048);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3688);

Menimbang
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2 .

3 .



4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Propinsi Kepulauan Bangka Belitung ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 2L7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4033);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten
Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan
Bangka Belitung ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4268 );

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuanagan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2OO4 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republlk Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2AO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OA4 Nomor LO4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 442L);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2OO4 Nomor L25, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4
tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

12. undang-undang Nomor 33 Tahun 2oo4 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L26,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 2o9, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4O27);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor zLO, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4A28);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 1 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4L3e);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
44L6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 2OO4 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OA4 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor
94,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4540);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO5 Nomor 140);

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29
Tahun 2OO2 tentang Pedoman Pengurusan, Peftanggungjawaban
dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha
Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN MKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEnRTURRN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGAMN 2006



Pasal I

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006
semula berjumlah Rp. 244.834.t59.847,34 Bertambah sejumlah Rp.
L4.234.533.451,96 Sehingga menjadi Rp.259.068.693.299,30 dengan
rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula Rp. 236.582.616.365,00
b. Beftambah Rp. 3.006.058.800,00

Jumlah Pendapatansetelah Perubahan Rp. 239.588.675.165,00

2. Belanja

a. Semula Rp. 244.834.L59.847 ,34
b. Bertambah Rp. L5.062.444.t2t,96

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 259.896.603.969,30

Defisit setelah Perubahan Rp. (20.307.928.804,30)

3. Pembiayaan

o. Penerimaan
1) Semula Rp. 24.5O9.468.02L,78
2) Bertambah Rp. 3L.676.246.9L5,22
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 56.185.714.937,OO

b. Pengeluaran
1) Semula Rp. 16.257.924.539,44
2) Bertambah Rp. 19.619.861.593,26
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 35.877.786.t32,7O

Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan Rp. 20.3O7.928.804,30

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal L, tercantum dalam
lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I Rlngkasan Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah;

2. Lampiran II Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

3. Lampiran III Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD Menurut
Bidang Pemerintahan dan Organisasi Perangkat
Daerah;

4. Lampiran IV Daftar Piutang Daerah;
5. Lampiran V Daftar Investasi (Penyertaan) Daerah ;
6. Lampiran VI Daftar Dana Cadangan ;
7. Lampiran VII Daftar Utang atau Pinjaman Daerah; dan
8. Lampiran WII Neraca Daerah Tahun Anggaran yang laf u.



Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah.

Pasaf 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Belitung Timur.

2006
nggarMa

60

nMUR, I

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 13 OKober 2006

T]AHA]A PURNAMA

\

I SEKRETARIS DAERAH h

I 
reeueATEN BELTTuNG TrMUR , A.

t 
-

SYAHRUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN

kan di
ngs4

BELITUNG TIMUR TAHUN 2006 NOMOR 39


	File0001.PDF
	File0002.PDF
	File0003.PDF
	File0004.PDF
	File0005.PDF

